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mengharapkan publik di dalam Melayani. Terlihat bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur
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negatif pada pemerintah. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, ( Kementerian
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Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dalam hal ini, misi POLRI adalah menjamin keamanan negara
dan menegakkan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Menjaga ketertiban dan keamanan tidak hanya
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ANALISIS PELAYANAN PUBLIK
PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA RIAU
(Studi Pelayanan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

YURNITA
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik
pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau (Studi Anak yang
Berhadapan dengan Hukum). dan ‘untuk méngetahui hambatan dalam pelayanan
Publik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau.Tipe penelitian yang
digunakan dalam peneclitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif
menggambarkan keadaan yang sebernarnya tentang apa yang terdapat pada saat
penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan dengan cara
mengumpulkan® data, mengklarifikasi, dan menganalisa schingga diperoleh
rumusanan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun informan
penelitian dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Unit Penyidik Perempuan
dan Anak sebagai informan kunci, 2 orang Penyidik Perempuan dan Anak dan 9
orang masyarakat pengguna jasa pelayanan sebagai informan pendukung.
Analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data,.dan penarikanskesimpulan..Hasil - penelitian  menunjukkan
bahwa  kualitas Pelayanan Publik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Riau berdasar beberapa indikator yang ada dalam dimensi yaitu (1)
Dimensi Keandalan (reability) Pelayanan yang ada di Ditreskrimum sudah sesuai
dengan kualitas = yang  ditetapkan | sepertr — Pelayanan+ yang diberikan
petugas/penyidik sudah memperlakukan sama kepada pelapor (2) Dimensi daya
tanggap (responsiveness), masih ada kelemahan yaitu saat
wawancara/pemeriksaan yang terlalu lama sehingga menyebabkan anak anak
menjadi bosan, kurangnya penyidik anak dibandingkan dengan jumlah kasus
yang di tangani sehingga setiap penyidik bisa menangani 5-7 perkara (3) Dimensi
Jaminan (Assurance) ‘pada dimensi ini Petugas pemberi pelayanan sudah
dikategorikan baik dan sesuai dengan kualitas yang ditetapkan (4) Dimensi bukti
langsung (Tangibel) adanya kekurangan yaitu belum adanya tv di ruang tunggu
serta kurang dinginnya suhu ruang tunggu. (5) Dimensi Empati (empathy) pada
dimensi ini sikap petugas dalam memahami keinginan masyararakat sudah
dikategorikan baik seperti sikap penyidik yang membantu dalam proses pelaporan
dan perhatian yang diberikan petugas kepada masyarakat juga sudah baik

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Anak yang berhadapan dengan hukum
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PUBLIC SERVICE ANALYSIS
AT THE DIRECTORATE OF GENERAL CRIMINAL RESERVATIONS
POLDA RIAU
(Study of Child Services in Conflict with the Law)

YURNITA
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BAB1I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

dampak buruk

tidakpercayaan

fungsi tersebut

adalah Kepolisian ik hal ini POLRI

masyarakat dengan aparat kepolisian yang berwenang. Lembaga kepolisian

sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi
penting

pemerintah disamping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut
merupakan aktualisasi riil kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada
pemerintah.
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Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ninuk Dwi
Ambarwati (2014), Pelaksanaan Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat
Di Satreskrim Polres Jember dengan metode Kualitatif dengan hasil bahwa

Pelaksanaan layanan dan laporan serta pengaduan masyarakat yang dilakukan

dimulai
membagun eka am s Ko ‘Presisi” yakni

Prediktif, Respo i ansparansi, Berkez a.bertujuan menata

[ 4 | :
a g
% 1 i emelihara anan dan ketertiban

-

Q & ) ah - g diharapkan untuk terus
e

ukum di internal mereka. Presisi

sangat sesuai dengan situasi masyarakat yang menginginkan polri dapat

memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman dengan cepat dan

transparansi, berkeadilan kepada semua golongan masyarakat pada masa pandemi

Covid 19.

Korlantas Polri (2021), menyatakan ada 16 program prioritas Kapolri,

diantaranya : (1) Penataan Kelembagaan, (2) Perubahan Sistem dan Metode
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Organisasi, (3) Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0, (4)
Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0, (5) Pemantapan

kinerja pemeliharaan Kamtibmas, (6) Peningkatan kinerja penegakan hukum, (7)

wat
=
o
o
w2
3
=

‘:‘E\Q\'\‘%\‘ﬁ

kegiatan, (

—

pencari ke

Polri camanan dalam
negeri mem ban masyarakat,
penegakan h il yelayanan kepada

masyarakat. (epolisian Negara

tahap, yaitu Tahap pertama Trust Building (2005-2010) yakni membangun
kepercayaan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat cenderung lebih
mendambakan rasa aman dan rasa keadilan. Tahap kedua Partnership Building
(2011-2015) adalah membangun kemitraan dengan masyarakat. Tahap ketiga
Strive for Excellence (2016-2020) yaitu masyarakat lebih mengharapkan pada

dimensional service quality yang efektif dan efisien ditengah globalisasi kejahatan
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yang semakin canggih dan Tahap keempat Excellence (2021-2025) Polri sudah
menerapkan kaidah-kaidah yang berlaku pada organisasi kelas dunia guna

mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat, pencegahan kejahatan,

yang diket engarn ] manfaatn osung dirasakan
oleh masyara
Kep Kapo No 2 ¢ y Juick Response
yaitu upa

perlindung

dikedepanke : : ansp: ayal IM, STNK dan

satuan fungsi yang dikedepankan adalah satuan reserse kriminal. (d) Transparansi
dalam rekruitmen personil polri yaitu upaya mewujudkan keterbukaan dalam
proses rekruitmen dan seleksi anggota Polri, satuan fungsi yang dikedepankan
adalah bagian administrasi/ SDM.

Sebagai salah satu program Quick Wins, transparansi penyidikan

diwujudkan dalam beberapa bentuk tindakan yaitu Pemberitahuan Perkembangan
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Hasil Penyidikan melalui SP2HP, desk telepon, website, SMS, dan gelar perkara
yang tujuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkepentingan

untuk mendapatkan informasi dalam proses penanganan kasus tindak pidana

cepat dan
penangana

Fenomenz 2 yang terjadi ':' elu erhadap kondisi

yang baik. Laporan masyarakat terkait pelayanan buruk kepolisian sebanyak 356

atau 17.59 persen. Laporan masyarakat banyak mengeluhkan dugaan praktik mal

administrasi di tingkat Polres dengan persentase 39.6 persen, Polda 23.2 persen,

dan Polsek 16.7 persen, Laporan Direktorat Reserse Kriminal Umum (2020).
Analisis observasi awal yang dilakukan, dapat diperoleh gambaran

bahwa data laporan kejadian kriminal baik dalam bentuk Laporan Polisi dan
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Laporan Pengaduan masyarakat tahun 2020 adalah sebanyak 432 kasus, dengan

angka penyelesian perkara sebesar 91 dan public complain 1 (satu) laporan, Data

Direktorat Reskrimum Polda Riau (2020).

sehingga sme. Sehingga

perbedaan elitian, obyek

penelitian da

n‘aﬁ\%}

Perma
kasus anak ke
situasi Anak
sebagaiberikut:
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Tabel.1.1 : Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal

Umum Polda Riau

No | Keterangan

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Selesai | persentase Ul Selesai persentase
Kasus
49.83 126 45 35.71
79.66 38 30 78.95
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Pada tabel 1.1 diatas, menggambarkan bahwa data anak yang menjadi

korban tindak pidana yang ditangani Polda Riau selama tiga tahun terakhir

jumlah kas tase sebanyak

67,92%. Ta tindak pidana

LRGN AL

berjumlah esaikan dengan

tingkat perse

tazaa

2019 jumlah kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana berjumlah 120 kasus
dan 87 jumlah kasus yang sudah diselesaikan dengan tingkat persentase sebanyak
72,50%. Tahun 2020 jumlah kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana
berjumlah 118 kasus dan 94 jumlah kasus yang sudah diselesaikan dengan tingkat

persentase sebanyak 79,66%. Dan tahun 2021 jumlah kasus anak yang menjadi
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pelaku tindak pidana berjumlah 38 kasus dan 30 jumlah kasus yang sudah

diselesaikan dengan tingkat persentase sebanyak 78,95%.

Gambar 1.1 : Persentase Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan
hukum
ktorat mum Polda Riau
Per:
90 ~
sITAS IS

80 -

70 +—

60 +— ng menjadi korban

50 - ! idana

40 - ang menjadi pelaku

30 - dak pidana

20 +— -

10— | f

0 - r— — -

TA 1 (T 02 TA
Sumber: Pol 72
R

Sebagai sala WBJ\ ra umum belum

maksimal dala i'ini merupakan salah
satu fenomena ya ] . iminal Umum Polda Riau.
Dari Gambarl 1.1 menu enyelesaian kasus di bawah

50 %, dengan kata lain keterb penyelesaian kasus tersebut akan
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan juga berpengaruh pada pelayanan
yang diberikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau terutama
pelayanan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan banyaknya laporan
pengaduan yang lama tidak ada kejelasan penyelesaiannya tersebut membuat

masyarakat bertanya-tanya mengapa penanganannya berbelit-belit, menunjukkan

tidak professional/ kompeten.
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Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan

perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus

karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses

dengan hukum)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan
untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelayanan publik pada Direktorat Reserse

Kriminal Umum Polda Riau (studi anak yang berhadapan dengan hukum).

10
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2. Untuk mengetahui hambatan pelayanan publik pada Direktorat Reserse
Kriminal Umum Polda Riau

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraia 1an itian di e ini bermanfaat untuk :

pelayanan {

c. Akademik

sama, yaitu Analisis Pelayanan Pub

11
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

8) “administrasi
diartikan scbag 3 intahe kegiata lementasi, kegiatan
pengarahan, pen insip imy ija publik, kegiatan
asikan keputusan,

individual dan

kerja akademik dan teoritik.
Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-
keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, Siagian (2009).

12
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The Liang Gie dalam Pasalong (2011) mendefenisikan administrasi adalah
rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di

dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ia menyatakan

c. embaga dalam

gan yang bernama
Henry Fayol bang. Perusahaan
tambang tempa a ketidakmampuan
pimpinan perusahaa direncanakan, Mahtika
(2006). Sebagai seorang p ebab-musabab dari kegagalan

perusahaan mencapai tujuannya. Hasil pemikiran Fayol kemudian terangkum
satu buku yang diterbitkan pada tahun 1916. Pada tahun 1930 buku tersebut
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “General and Industrial

Management.”

13
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Beberapa ahli administrasi, termasuk Siagian (1970) dalam Mahtika
(2006) berpendapat bahwa seharusnya buku tersebut berjudul “General and

Industrial Administration.” Menurut Mahtika, tidak mempersoalkan penggunaan

menggunakan

pimpinan atas

g\&gg'

imbangan besar

(2) fungsi atau

:
Aina

terhadap semua macam pekerjaan baik yang bersifat manajerial maupun
teknis.

2. Authority dan responsibility : ada kaitan antara wewenang dan tanggung
jawab. Tanggung jawab merupakan akibat yang timbul dari adanya

wewenang. Wewenang sebagai suatu kombinasi antara wewenang resmi yang

14
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timbul sebagai akibat kedudukan resmi seorang manajer dan wewenang yang

bersifat pribadi yang merupakan gabungan dari intelegensia, pengalaman,

nilai-nilai moral, pekerjaan masa lampau dan sebagainya.

Remuneration (penggajian): pemberian ganjaran sebagai balas jasa, sebagai
alat motivasi dan pendorong.

8. Centralization : sentralisasi, penugasan wewenang yang dimiliki.

9. Scolar chain/jenjang hirarki : tingkat wewenang yang dimiliki .

10. Order: ketertiban.

15
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11. Equity: pelaksanaan yang adil pada semua pihak.
12. Stability of tenure of personnel: Stabilitas jabatan karyawan.

13. Initiative: daya perkasa, terutama prakarsa dalam mencapai langkah-langkah

a. ] apat d : : situgas di kalangan

pok dalam suatu

sesuatu organisasi dan memberikan postulat mengenai faktor-faktor yang
mendorong orang berperilaku.
b. Teori Persepektif, adalah teori yang menggambarkan perubahan-perubahan di

dalam arah kebijakan publik, dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi.

16
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Penekanan teori ini adalah untuk melakukukan pembaharuan, melakukan

koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.

c. Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan birokrasi.

d. ) da e DE iann ada usaha-usaha

konsep asi mengena 2 ) eknik manajemen,

sehingga

yang mempunyai arti ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan
suatu organisasi publik/pemerintah. Meskipun sama-sama mengkaji tentang
organisasi, administrasi publik/pemerintah ini berbeda dengan ilmu manajemen.
Jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka

administrasi  publik/pemerintah mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah

17



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

seperti departemen-departemen dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan
sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan,

pengimplemantasian dan pengevaluasian kebijakan publik/pemerintah,

administrasi pe emerintahan. da d governance, Munaf

D 13550 'o,.
é
'J

yudikatif, da;
kebijakan p
dan etika ya

Ah

negara atau é stra ah s¢ D embuat definisi

dengan administrasi negara.

Gerald Caiden (1982) dalam Ahmad (2015) administrasi Negara
melingkupi segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan
publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi adalah bagaimana

orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas

18
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dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai

tujuan bersama.

Terminologi public administration ini berasal dari Amerika Serikat dan

juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana
pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator,
yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan

prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena

19
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diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan
harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah, Keban (2008).

Dalam Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

pemerintah g kan sebaga al arl anan yang pada
prinsipnya
Pusat, di Da
pemenuhan ] anaan ketentuan
peraturan pe . ’ | anannya izin atau

warkat.

lain. Di Indonesia pelayanan adminstrasi pemerintah seringkali digunakan secara
bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perizinan dan
pelayanan umum, serta pelayanan publik.

Pada ilmu administrasi publik juga ditemukan beragam definisi namun

substansinya tetap sama, yaitu berbicara tentang kerjasama kelompok orang dalam

20
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mencapai tujuan tertentu, beberapa definisi tentang administrasi publik dari para
ahli dalam buku Wirman Syafri (2012) dikemukakan sebagai berikut :

a. Pfiffner & Presthus (1960)

blik dapat

kelompok

rganization of

ehavior of officials

. (Administrasi

materials to achieve the purpose of government (Administrasi publik adalah
organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk
mencapai tujuan-tujuan pemerintah).

d. Wodrow Wilson

21
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Public Administration is the practical or business end of government because its
objective is to get the public business done as efficiently and as much in accord

with the peoples’s tastes and desired as possible. It is through administration that

tidak dapat

e. Marshall

dengan kebijakan umum (policy). Karena di dalam dunia modern, birokrasi
merupakan pembuat kebijakan pokok di dalam pemerintahan.

f. Leonard D.White (1957)
Defined in broadest terms, public administration consist of all those operations

having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. Dalam

22
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arti administrasi publik terdiri dari semua kegiatan yang bermaksud

melaksanakan dan memaksakan kebijakan umum atau kebijakan negara (public

policy).

dilakuka

mencapai ) dalam Deddy

T RAVALRATREN

\ B

Mulyadi kombinai yang

e
-
2
Z
5
et
a
=
z
5
5

sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik

manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efisiensi.

23
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2.1.3. Organisasi Publik
Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang

dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk

\=
N
2
:
2
e
>

maka

ktur, sehingga

melaksanakan

SnAnNaAnAtS

_\_

wadah tempat terselenggaranya administrasi sebagaimana batasan yang di

ungkapkan oleh Mooney dalam Syafii’e (2007) bahwa organisasi adalah segala

bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.
Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek

seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan

24
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eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang
dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh

masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan

pemiliknya.
Luther H. Gulick; Koordinasi Melalui Struktur Organisasi (1937) dalam
Ahmad (2015), mengemukakan teori tentang koordinasi melalui desain organisasi.

Pandangan teoritiknya ditulis dalam kertas kerja yang berjudul “Papers on the

Science of Administration” yang disuntingnya bersama Lyndall Urwick. Gulick

25
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memfokuskan analisisnya pada cara dimana koordinasi dapat dicapai melalui
prinsip fungsional dan prinsip skalar.

Menurut Gulick dalam Ahmad (2015), organisasi sebagai suatu cara

ritas dimana maksud

ﬁ" of vakt ' ngsi ‘; enurut Gulick
merupakan ! SES ¢ : S aku

identifikasi ar, | 1kan dire (1 i apakah tugas telah
dilaksanakan, dan me 1] :' la : - a untuk keperluan

pembagian = tugas. ¢ NS emerin didepartementalisasi

berdasarkan tuju ITOSE 3 . skalar merefleksikan

Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013) menyatakan bahwa organisasi
publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan
sebuah batasan yang relatif dapatdi identifikasi, yang bekerja atas dasar yang

relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

26
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Menurut Ndraha (2003) ukuran membantu kerja terhadap organisasi

pemerintahan yaitu :

a. Efesiensi, yaitu untuk mengukur proses, efektifitas guna mengukur kebaikan

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi
perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan
wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan

pengaturan hukum yang mendukungnya.

27
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Tujuan Organisasi Publik Negara berkewajiban melayani setiap warga

negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam

kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar

. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan
masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan
masyarakatnya.

c. Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan

umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan

28
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daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku
pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era

reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif

diperlukan

pelayanan

masyarakat.

mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu menurut Manulang dalam
Atik & Ratminto (2012).

Manajemen pemerintahan disebut manajemen publik yaitu upaya
pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan

prasarana yang tersedia. Manajemen menjadi unsur penting dalam

29
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penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor

publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang

diambil dari manajemen sektor swasta yang tidak menjadikan orientasi tujuan dan

Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli
Henry Fayol adalah sebagai berikut : a. Perencanaan (Planning) Perencanaan
(planning)  adalah  fungsi  dasar  (fundamental) ~manajemen, Kkarena
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus

terlebih dahulu direncanakan. b. Pengorganisasian (Organizing) Pengorganisasian

30
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dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan,
pengelompokkan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap

karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan

hubungan-hubung ungsi  pengarahan

masing-mas

untuk mencapai tujuan nas rjaan dari setiap individu

b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk
pencapaian tujuan perusahaan/organisasi.

c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

d. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-msing individu

karyawan harus membantu tercpainya tujuan organisasi.

31
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e. Pengendalian (controlling)
Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses

manajemen. Fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen,

h. Ketertiban

i. Keadilan dan Kejujuran

j-  Semangat Kesatuan

2.1.5. Pelayanan Publik
Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah

32
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sering disebut sebagai “Pelayan Masyarakat” (public service). Dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat, belum sepenuhnya dapat diselenggarakan dengan

baik, masih banyak aparat pelaksanan pemberi pelayanan kurang memahami

betapa pentingnya aye : atau mungkin tahu

tapi tida !““'\“ .99 .
5 an  layanan

kepentingan
pada org s1 C : ’ cara yang telah

ditetapkan. Snpa 1 f enai pelayanan

dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun
Daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah.
d. Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi

Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada

penerima pelayanan publik.
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e. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/ pegawai instansi pemerintah yang

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

setiap tindaka cgiatan yang da : suatu pihak kepada

pihak lain, y nya tidak t an tidak mengakibatkan

kepemilikan apay 1ya dikaitk au dikaitkan pada satu

produk fisik

o
&
=
w2
0
5]
o

.

.-
.
(@]
a
=
g
=]
=]
g
g
o3
=]

yang meliputi:
a. Satuan kerja/satuan organisasi kementerian

b. Departemen

c. Lembaga pemerintah non departemen.

d. Kesekretariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, misalnya sekretariat

dewan (setwan), sekretariat negara (setneg), dan sebagainya;
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e. Badan usaha milik negara (BUMN)
f. Badan hukum milik negara (BHMN)

b. Badan usaha milik daerah (BUMD)

publik ads giatan yan : aga pemerintah
dalam membe : - i masyarakat sesuai
dengan atu

Keputusan Mente Bndags __' : | aratu Jeg Nomor

63/KEP/M.I ,  tentan ed nggaraan Pelayanan

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan

dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
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d. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman

dan kepastian hukum.

tempat ibadah, dan lain-lain.

2.1.5.1. Standar Pelayanan
Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang telah ditetapkan

dan dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh

sipemberi dan penerima pelayanan. Dalam menentukan suatu standar pelayanan
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pada organisasi pemerintah harus memiliki berbagai jenis bentuk aturan yang
ditetapkan untuk mencapai pelayanan yang baik.

Menurut Pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,

ey >ncatumkan beberapa

\\\“ ..‘

aan pelayanan

gurusan suatu

dan penerima

. Biaya/tariff

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Produk pelayanan
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Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.

7. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas

Peralatan  da

L) T
=S Tt

menyelenggarakan

@ rentan.

5

ng meliputi
pengetal
9. Pengawasz

Sistem ; i ~dan pen; 2 o yang dilakukan

formasi mengenai

komposisi atau : ielaksanakan tugas sesuai

12. Jaminan pelayanan
Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan.

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
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Dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
risiko dan keraguan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana

isu yang sangat penting da , : al olik di Negara

Kesatuan. Stand : groses, dan output

pelayanan adalah suatu penyajian produk atau jasa sesuai dengan ukuran yang
berlaku ditempat produk tersebut diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama
dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh konsumen.

Kemudian menurut The International Standards Organization (1SO),

kualitas adalah “Totalitas fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk
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atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
tertentu atau kebutuhan yang tersirat”.

Menurut Wyckof dan Lovelock dalam Sugiarto (2002) kualitas adalah

Jika jasa

diharapkan

diterima yandang ideal.
Sebaliknya g diharapkan
kualitas pe knya kualitas

ARALNANAEY

terdapat dalam agenda per anan. prima sektor publik. Variabel yang
dimaksud adalah :
1. Pemerintah yang bertugas melayani

2. Masyarakat yang dilayani pemerintah

3. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik

4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih
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5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan Pelayanan.

6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan

asas pelayanan masyarakat.

keinginan

harapan

Memberikan pelayanan yang tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di
masyarakat.

c. Jaminan (assurance), yaitu pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan
para pegawai lembaga menumbuhkan rasa percaya masyarakat. Hal ini

meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi (communication),

41



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

kredibilitas (credibility), keamanan (security), kompetensi (competence) , dan

sopan santun (courtesy).

d. Bukti langsung (tangibles), yaitu kemampuan lembaga menunjukkan

hal ini diartikan sebagai jasa yang disampaikan oleh pemilik jasa berupa
kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang
ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan
masyarakat. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan

persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima atau
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peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan
terhadap atribut-atribut pelayanan suatu lembaga.

2.1.5.3. Strategi Pelayanan Publik

berkewajiban

pemerintahan

ang berkualitas

masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu
oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi,
investasi, dan perdagangan.

Menurut David Osborne dalam Sedarmayanti (2009) yang merumuskan

lima strategi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, antara lain :

43



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

a. Core Strategy (Strategi Inti)
Strategi ini untuk memperjelas visi misi organisasi, yang mana strategi ini

dapat dioperasionalkan melalui pendekatan-pendekatan untuk memperjelas

da masa yang

dipilih untuk

D05). Visi yang

organisasi atau

Strategi untuk menciptakan kondisi agar terjadi persaingan yang sehat antara
penyelenggara pelayanan yang satu dengan yang lain. Selain itu strategi ini
juga menuntut perusahaan untuk memberikan insentif dan disinsentif untuk
pegawainya supaya mengikuti dan mematuhi peraturan yang dibuat

perusahaan.
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c.

Dengan diterapkannya strategi konsekuensi diharapkan para personil yang

ada di Ditreskrimsus Polda DIY dapat melaksanakan tugasnya dengan baik

dalam melayani masyarakat.

terhadap kantor pemerintahan sebagai institusi pelayanan publik dan pegawai
atau karyawan sebagai pelayan masyarakat. Strategi pengawasan dapat
dilakukan dalam bentuk organisasional, memberdayakan pegawai, dan
memberdayakan komunitas.

Culture Strategy (Strategi Budaya)
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Strategi budaya bertujuan untuk mengubah budaya yang dapat menghalangi

kearah suatu perubahan. Dengan kata lain budaya yang cenderung bersifat

status quo harus dapat diubah menjadi budaya yang terbuka terhadap

tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi
anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah
datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dianggap baligh

atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa
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dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun

anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di

yaitu antare

tahun, Ka : ara 15-18 tahu di T a_umur antara 7-16 tahun,

orang dewasa.
2. Dalam KUH Perdata Pasal 330 ayat (1)
Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap

21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
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3. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih

lalui  Sidang
Umum Perserikatan B: angsa (selanjutnya disingka B) pada tanggal 20

November C ) " asikan Deklaras Hak Anak. Dengan

Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan
kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga
mereka mampu berembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial
dalam cara sehat dan normal.

c.  Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
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d.  Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
e. Setiap anak baik secra fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan

harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai

ALY

..-‘

.
.
&
o
5
’
| ¥

iR

segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu
persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan
anak.

c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

49



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang

berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak

Harry E. : e ahwa ada 2 (dua)

kategori petila ak yang membuat a arus berhz engan  hukum,

yaitu:
1. Status dilakukan oleh
orang dewasa tidak diangs ebay ' an tidak menurut,

atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung
dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak
pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak
dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang

dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk
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orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum maupun
sebaliknya.

Perbedaan ABH dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya,

ebut ABH juga

an pihak-pihak

sidangnya terbuka untuk umum

2.2. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan teori di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran yang

berhubungan dengan Analisis pelayanan publik pada Direktorat Reserse Kriminal
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Umum Polda Riau (Studi anak yang berhadapan dengan hukum) hal ini dapat

dilihat pada skema 2.1 di bawah ini:

“‘
<

TSI Wl

et

: :

[ Keandalan | Bukti langsungl i Empati
Meliability) h‘responsiveness h (tangibles) h(_empathy)
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2.3. Hasil Penelitian Terdahulu
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil

berbagai penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai data pendukung, yang

Kepolisian Dag gyake 1g ayanan publik di
Direktorat
Peningkatan pelayanan publik ak diper ikar¥ich sebagai salah satu
institusi ya

memberikan

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Data-data
diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada 16 (enam belas)
orang. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisa
kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya peningkatan

kinerja adalah amanat dari Grand Strategy Polri, dan program “Quick Wins” yang

53



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bertujuan pelayanan publik untuk mana manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh
masyarakat, dapat direalisasikan serta hasilnya dapat diukur dalam kurun waktu

tertentu, Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dengan merubah

sian, sistem dan

prasana serta

Pelayanan Res 1 n) B lang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 | edan Ba enga itie sifat deskriptif dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedur pelaksanaan pelayanan

reserse kriminal (Reskrim) di Polsek Medan Baru, yaitu dimulai dari penerimaan
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pengaduan, pengecekan tempat kejadian perkara, penerimaan laporan polisi,

melaksanakan Visum Et Revertum bagi korban yang mengalami luka, pemeriksaan

korban, melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah laporan polisi

Medan Baru

dan solusi o dilakuka am mengatasi hambat atara lain kurangnya

sebagai informan penelitian adalah warga masyarakat yang mengetahui dan

mengalami layanan kepolisian. Sedangkan, informan personel Polri yang
terlibat dalam FGD pada tingkat Polres meliputi: a. Kapolres/ Wakapolres; b.
Kepala Bagian Operasional; c. Kepala Bagian Perencanaan; d. Kepala Bagian

Sumber Daya; e. Kepala Satuan Intelijen Keamanan; f. Kepala Satuan Reserse
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Kriminal; g. Kepala Satuan Narkoba h. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara;

i.Kepala Satuan Lalu lintas; j. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat.

Hasil survey tahun 2019 menunjukkan bahwa Perspektif masyarakat terhadap

Secara umum,
Tiga Puluh
Empat anking tingkat
kepercayaar (86,46%); b.
Fungsi La ungsi Sabhara
(79,71%), t kepercayaan
masyarakat b : a. Kesesuaian

(77,99%), b. Daya ©), d. Keandalan

berikut:
1. Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian
pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannhya

agar mencapai tujuan yang telah diitetapkan
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2. Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan

sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang

realitf terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekompok

(Reability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Bukti

langsung (tangibles), dan Empati (empathy).
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2.5. Operasionalisasi Variabel

Secara terperinci operasional variabel masing-masing variabel dapat di

lihat pada tabel di bawabh ini :

Kotler dala
Tjiptono,

(2014),
Mendifinika
Pelayanan
adalah setiap

dapat
ditawarkan
oleh suatu
pihak kepada
pihak lain,
yang pada
dasarnya tidak
terwujud dan
tidak
mengakibatkan
kepemilikan
apapun,
produksinya
dapat
dikaitkan atau
tidak dikaitkan
pada satu
produk fisik.

tindakan ata "

Kualitatif

Kualitatif

Kualitatif

Kualitatif

keinginan
masyarakat
2. Perhatian
terhadap
masyarakat

Kualitatif
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3.1. Tipe Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

ini adalah penelitian

NS ig,
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Tabel 3.1 Informan Penelitian

Informan kunci

emberikan data
awancara yang

juga hasil dari

data primer yang disajika bentuk lain atau dari orang lain. Data
sekunder penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara
membaca buku, literatur-literatur, jurnal, dan berbagai informasi lainnya

yang berkaitan dengan masalah penelitian dimaksudkan sebagai data

penunjang dalam melengkapi data primer.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknk pengumpulan data penelitian ini dengan cara di bawah ini :

a. Wawancara

sudah terkumpul dibuat dalam matriks, dan sajikan dalam bentuk deskriptif.
Penyajian data agar mudah dipahami, maka langkah analisis data yang digunakan
dengan analysis Interactive model Miles Huberman, yang membagi dalam

kegiatan pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction),
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penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verfikasi

(conclutions).

2021 - Feb

:
RRvALNANR

-
=

Tabel 3.

—>

(

2

PenyajianData

irektorat Reserse
yang berhadapan

Februar
i

Maret

April

Penyusunan
Proposal

Seminar Proposal

Revisi Proposal

Rekomendasi
Survey

Survey Lapangan

Analisis Data

Penyusunan Tesis

Konsultasi Tesis

Ujian
Komprehensif

Revisi Tesis

Penggandaan
Tesis
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BAB 1V

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kepolisian Daerah Riau

keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat
menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.
Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian

yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian

Komisaris
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Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru dan tugasnya

meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri

bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di

Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat
Riau kekurangan logistik dan perumahaan. Kantor pun harus menumpang pada
kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.

Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi

Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di
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kenal dengan mess I dan mess II. Dengan keluarnya otoritasi noodinkwartening

tahun 1958, maka secara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan,

berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi

Pinang ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar
KP Tk I R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian Inter
Departemental Daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi

segala sesuatu yang menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping
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itu, Kepala Polisi Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang

meliputi Indragiri, Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang

ki dua Kantor,
sebut perwakilan.
mengkoordinir
at yang bersifat

prinsipil kepada iau, da NErus sanaan pemindahan

Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari
Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pada tanggal 26 Juni 1961. Semua barnag
yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai

pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru,

persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahana yang ada tidak cukup untuk
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seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpencar di
empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan II menempati kantor

yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di JL Bangkinang (sekarang

komisariat ria akan pe 0 a-Hanya saja biaya
pembangu
Rp 5.5 jut embangun :' ung 'H 5. ent. Akhirnya,
KPKOM R 3 a : ;'." ‘_ ary n.anggaran menjadi
Rp 30 juta, g g : sulan itu tidak

dikabulkan. Tah Sia misaria dahkan ke bangunan

KPKOM Riau masing-masing Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis
sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup
wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km?2, dengan penduduk
berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang

membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

67



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya
berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan
itu Kepala Kepolisian RI memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti

Hamba i ini asar eputusan No. Pol:

Seseorang niliki tuah, a : ~ ertuah”, adalah
orang istime

b. Sakti

c. Hamba negeri
Dapat diartikan sebagai ABDI dari tanah air, ABDI daripada nusa dan bangsa.
Arti keseluruhannya adalah bahwa Kepolisian Daerah Riau memiliki Tuah dan
ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia daripada Tuhan
Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh karena itu maka

TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada Tanah Air,
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Negara dan Bangsa. TUAH SAKTI HAMBA NEGERI, adalah kata-kata mutiara

yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi, yang pernah

diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH. Dalam hubungan ini, ada

2)

B. Misi

1)

Visi Dit Reskrimum Polda Riau
“Terwujudnya penegakan hukum yang profesional, modern, humanis,

dan berkeadilan”.

Misi Polda Riau
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2)

Melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat di Provinsi Riau.
Misi Direktorat Reserse Kriminal Umum

a) Mewujudkan kepastian hukum.

5)  Menerapkan majemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya di

Polda Riau dan jajarannya.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
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1)  Meningkatkan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana
yang terjadi untuk memberikan kepastian hukum dan rasa

keadilan;

““»
~

4. Sasara

a.

AR \“““‘:\

e
A
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jajaran Polda Riau.

5) Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara
bertahap dan berkelanjutan.

6)  Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya.

b. Sasaran Prioritas Dit Reskrimum Polda Riau
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1)  Penegakan hukum secara berkeadilan dan terpercaya.

2)  Mengoptimalkan pelayanan publik di Direktorat Reserse

Kriminal Umum .

BAGWASSIDIK

SUBDITI | SUBDIT Il SUBDIT Il SUBDIT IV
UNIT UNIT ] UNIT UNIT
SIIDENT
UNIT

4.1 Gambar Struktur Organisasi
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4.4 Tugas Pokok Direskrimum
1. Tugas Pokok Dirreskrimum dan Wadirreskrimum

Tugas pokok Dirreskrimum dan Wadirreskrimum adalah sebagai berikut :

rja serta membina

ngan Direktorat

g. Mewakili Dirreskrimum apabila berhalangan melaksanakan tugas dan
kewajibannya.
2. Tugas Pokok Bagwassidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
Tugas pokok Bagwassidik Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah

sebagai berikut :
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a. Bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak

pidana di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau,

serta menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses

kewajiban kepada Dirreskrimum dan dibantu oleh para Kanit.

3. Tugas Pokok Bagbinopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
Tugas pokok Bagbinopsnal Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah

sebagai berikut :
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a. Melaksanakan pembinaan operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum
melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya.

b. Mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan

. informasi dan

al Unum Polda

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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(Kabagbinopsnal) yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimum dan
dibantu oleh Kasubbag.

4. Tugas Pokok Subbagrenmin Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
Tugas pokok Subbagrenmin Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah

sebagai berikut :
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a. Subbagrenmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada

Direktorat Reserse Kriminal Umum yang berada dibawah Dirreskrimum

Polda Riau.

pengendalian,

erta  pertanggung

Dirreskrimum.

5. Tugas Pokok Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
Tugas Pokok Subdit I Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau

adalah sebagai berikut :

76



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

a.

Subdit I adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau yang dipimpin oleh

seorang Kasubdit dan bertanggung jawab kepada Direktur Reserse

Subdit I dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Dirreskrimum dan

dibantu oleh para Kanit.
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g. Menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan Kejahatan terhadap
Keamanan Negara sesuai dengan :

1. Bab I, II, IIl dan IV (Pasal 104 s/d 153 KUHP) tentang Kejahatan

6. Tugas Poko it IT Direkt Reserse Krimina olda Riau

m Polda Riau

tanah dan bangunan.

b. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di wilayah
hukum Polda Riau.

c. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan

administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum.
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d. Penerapan manajemen anggaran, serta menejemen penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana umum.

e. Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi tehnis keresersean

kan termasuk

/ang berkenaan

h. terutama BPN,
h, MKN, guna
n berbagai jenis
dan Bangunan
i pokok dalam organisasi

bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu
langsung oleh para Kanit.
7. Tugas Pokok Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau

a. Bertugas melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan tindak

pidana umum yang berkaitan dengan kejahatan kesopanan, penghinaan
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dan penistaan, membuka rahasia, kemerdekaan seseorang, jiwa,
penganiayaan,  pencurian,  perampokan,  pemerasan,  ancaman,

penghancuran / merusak barang, usaha pelacuran, perjudian, pornografi /

\ I VAE

4
@'
’_'
%
)

. Sub Direktorat III disingkat Subdit III adalah salah satu unsur pelaksana

tugas pokok dalam organisasi Dit Reskrimum Polda Riau yang dipimpin
oleh seorang Kasubdit Umum yang bertanggung jawab kepada Direktur

Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.
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8. Tugas Pokok Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Riau

a. Bertugas melakukan tindak pidana umum yang spesifik pelaku atau

kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Subdit Renakta dalam

lingkungan Dit Reskrimum.
g. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi tehnis

keresersean umum dilingkungan Polda Riau;
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Sub Direktorat Remaja, Anak dan Wanita disingkat Subdit Renakta adalah

salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi Dit Reskrimum

Polda Riau yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Renakta yang

3) pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa

wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana.
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4) Siident dipimpin oleh Kepala Seksi Identifikasi (Kasiident)yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada

Dirreskrimum dan dibantu oleh para Kanit.

yang sangat

Jumlah Personel Sub Direktorat IV (Remaja, Anak dan Wanita) tahun 2021
sebanyak 20 orang dengan Rincian Penyidik sebanyak 10 orang dan Penyidik

Pembantu sebanyak 10 orang .

1. Susunan Personel Sub Direktorat IV ( Remaja, Anak Dan Wanita)

a) Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) : 1 orang
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Tabel.4.1
Wanita

b) Kepala Unit (Kanit)

c) Perwira Unit (Panit)

d) Penyidik Pembantu

: 3 Orang
: 6 orang

: 10 orang

NO JABATAN

1 4
1. Ps. KASUBDIT 1V
2. KANIT 1
3. PANIT 1 UNIT 1
4. PANIT 2 UNIT 1
5. BANIT
6. BANIT
7. BANIT
8. RIDWANTO, S.H., M.H. S1 KANIT 2
9. EDDY SISWANTO SMU PANIT 1 UNIT 2
10. | SITINURAYUNA SIMANJUNTAK SMU BANIT 2
11. | WANDI SAPUTRA, S.H. S1 BANIT 2

UNIT 3
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12. | WENNY HARTATI, S.H., M.H. S2 KANIT 3
13. | MARITO SIREGAR, S.H. S1 PANIT 1 UNIT 3
14. | SHANDRA AMALIA, S.Tr.K S1 PANIT 2 UNIT 3
15. | RENTI HERL BANIT 3
16. | FU BANIT 3
17. | A - BANIT 3
18. | JA X PANIT 1 UNIT 4
19. | VIK ’ BANIT 4
20. | SO BANIT 4
Sumber: peneliti = 4 A &=
ZHMES
2. Jam layanan ... e
Senin 1S Istira —13.00 WIB)
Jum,at 0— % t 0-13.00 WIB)

Sesuai  k a n/wawancara yang
dilakukan be € ai dengan situasi dan
kondisi.
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BABYV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

=5
=
. (0]
—
5
g
=

an penegakan

e
g,
=
=

amun dalam

y berhubungan

5 "

mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka

harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu lembaga.
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Jenis pelayanan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direktorat Reserse Kriminal Umum )

berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata

pelayanan k
1. ak dan Wanita;

2. enda Bangunan

.‘ oan ayanan yang sistematis
dan komprehensif yang d ‘ al denga ep pelayanan prima. Aparat
pelayanan dalam agenda perilaku pelayanan prima sektor publik.

Pengukuran kualitas Pelayanan yang dilakukan oleh penyidik kepada masyarakat
terutama Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diukur menggunakan
Lima Dimensi yaitu Keandalan (reliability), Daya Tanggap (responsiveness),

Jaminan (assurance), Bukti langsung (tangibles) ,Empati (empathy).
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Selain itu peneliti juga melakukan penelitian hambatan yang dihadapi dalam
pelayanan.

5.2 PEMBAHASAN

ai ‘ ang kasus anak yang
‘5!"\‘ .9 e‘
i, kuz nan publik pada
> P

e Kriminal

perja harus sesuai

dan pelayanan

seperti dalam melakukan wawancara/pemeriksaan sesuai dengan yang
tertera pada surat panggilan , hal ini dibenarkan oleh orang tua korban
yang di wawancarai pada tanggal 25 Februari 2022 yang menyatakan

bahwa “Anak saya di panggil untuk penyidikan sesuai dengan waktu pada

surat pemanggilan yang dikirimkan kepolisian.”
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Setiap pengaduan yang diterima akan segera di tindak lanjuti ,
setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban,

saksi akan selalu di dampingi oleh orang tua/ orang yang dipercaya

sosok seorang

melakukan

orang tua saksi yang

“Penyidik tidak memakai pakaian seragam”.

Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti
dimana semua personel Direktorat Reserse Kriminal Umum selalu
menggunakan pakaian yang bersih dan rapi bukan seragam polisi pada

umumnya.
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Kemampuan atau kompetensi Sumber Daya manusia juga menjadi
salah satu standar pelayanan yang harus diperhatikan dalam memberikan

pelayanan dalam hal ini pelayanan terhadap anak yang berhadapan dengan

tidak  pernah

status sosial,

atas pelaporan/pengaduan kasus dan juga tidak adanya pungutan liar yang
ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Ini terbukti dari
Wawancara yang dilakukan kepada orang tua/wali anak yang berhadapan
dengan hukum yang menyatakan tidak adanya biaya dan pungutan liar

pada saat dilakukan pelaporan/pengaduan
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Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua
korban pada tanggal 25 Februari 2022 “Pungutan Liar Tidak Ada, kami

tidak pernah dimintai uang oleh penyidik”

an 0 bedakan/diskriminasi
<> “Vippueett l@%

AR

Dimensi

Polda Riau

-AaNALY

an hukum sudah

. ﬁ\*;ﬁl\!\ :

o T G
g

Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2014 menyatakan tidak adanya kewajiban bagi masyarakat yang
melapor suatu perkara untuk membayar biaya pelaporan karena sudah

menjadi kewajiban polisi dalam menangani prosedur pelaporan.
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Sedangkan faktor pendukung nya dimana petugas sudah memiliki
pendidikan sarjana dan pengalaman dalam menangani dan melayani anak

anak  sehingga  komunikasi  berjalan  dengan  lancar  saat

0
%

0

1ggu tanpa ada

AN

as pelayanan.

ang terjadi di

AL LUUEY

Adapun dalam hal prinsip cepat dan tepat diwujudkan dengan
penanganan langsung yang dilakukan oleh penyidik, dimana setiap
pelapor setelah selesai membuat laporan akan langsung di arahkan
kepada penyidik yang piket, sehingga tanpa menunggu lama
korban/pelapor akan langsung di wawancara untuk di ambil keterangan

oleh penyidik/penyidik pembantu.

92



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tentunya masyarakat
harus memenuhi berbagai persyaratan. Untuk memperoleh pelayanan

publik, layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah,

adi saksi yang
dah cepat”.

tua/wali anak

berlarut-larut, sehingga kami tidak ada kepastian hukum”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kanit PPA
Kompol Wenny Hartati yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022
penyebab lamanya penyelesaian kasus terhadap anak yang menjadi korban
yaitu kurangnya penyidik anak dibandingkan dengan jumlah kasus yang di

tangani sehingga setiap penyidik bisa menangani 5-7 perkara. Hal ini

93



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan “Terkadang kami
kewalahan terhadap pelayananan publik, karena masih kurangnnya

personil dalam menangani pelayanan dalam penyelesaian kasus. Setiap

AR ALY

e

A

54
v

persyaratan pelapor, tempat kejadian perkara yang jauh sehingga
memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar untuk dapat mencari
barang bukti dan para saksi pelapor. Beliau menyatakan bahwa “Ada juga
faktor eksternal yang menghambat pelayanan terhadap penyelesaian kasus

yaitu kurang pahamnya pelapor dalam membuat pengaduan/laporan.

Apabila perlu dilakukan tes DNA terhadap kasus pemerkosaan harus
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menunggu anak lahir, Kurang lengkapnya persyaratan pelapor, Tempat
kejadian perkara yang jauh sehingga memerlukan waktu dan biaya yang

sangat besar untuk dapat mencari barang bukti dan para saksi pelapor”.

fat deskriptif

menyatakan

pengaduannya secara online. Hal ini dibenarkan oleh orang tua anak yang
menjadi korban yang diwawancarai pada tanggal 18 Februari 2022 yang
menyatakan bahwa “Ya. Informasi pelayanan ada di media elektronik”
Selain itu pilihan lainnya masyarakat juga dibebaskan untuk
mengirimkan pengaduan masyarakatnya dengan menggunakan surat

resmi ke pimpinan Polri maupun kepada Bidpropam setiap Polda, dan
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apabila Dumas tersebut sudah masuk dan diterima maka penyidik yang
menangani perkara tersebut akan segera membuat laporan kemajuan

(lapju) sebagai balasan atas pengaduan masyarakat tersebut, melalui

maupun non
ra penggunaan

k melaporkan

yang diberikan

Surat  Pemberitahuan

menggunakan surat resmi, sehingga setiap pelapor dapat mengetahui
sejauh mana pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap perkara
yang dia laporkan, selain daripada itu setiap kali melakukan
pengungkapan perkara atensi maka akan dilaksanakan Press Release di
depan wartawan dan masyarakat umum sehingga secara tidak langsung

masyarakat dapat mengetahui kinerja dari anggota kepolisian . Hal ini juga
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di perkuat oleh wawancara yang dilakukan kepada Kompol Wenny Hartati
yang menyatakan “Setiap ada perkembangan penyidikan terhadap kasus

yang sedang ditangani pihak kepolisian selalu memberikan perkembangan

Jamina ai nge an, kesopansa 2 ampuan para

petugas pelayanan lembe ‘ T syarakat. Hal ini
meliputi beb
(security).
a. st
Q& ang [ dimiliki setiap orang.
Hal ini berkaitan ‘ : asa percaya terhadap seseorang ataupun
lembaga. Kredibilitas sering kali digunakan untuk menggambarkan sikap
seseorang atau suatu lembaga.
Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk
menimbulkan kepercayaan pelapor. Istilah kredibilitas ini biasanya

digunakan dengan kesaksian seseorang. Jadi, orang yang dianggap benar
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terhadap suatu hal yang diperdebatkan merupakan orang yang memiliki

kredibilitas.

Untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap penyidik, maka

Jaminan (A4ssurance) yang diberikan petugas pelayanan/penyidik
untuk anak yang berhadapan dengan hukum adalah jaminan untuk
identitas anak dan keluarga tidak diketahui oleh pihak siapapun serta
jaminan keamanan yang diberikan oleh petugas pelayanan.

Sesuai dengan peraturan lain yang dapat melindungi identitas anak

dari pemberitaan media sosial atau media massa, yakni dengan adanya
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Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/PERATURAN-DP/V/2008 tentang
Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/I1/2006

tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers kode etik

anak menjadi
ang, anak pada
dan berkembang

1 suatu saat nanti

karena penyidik mampu untuk memberikan penjelasan kepada pihak
korban”.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan salah satu orang tua
saksi yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2022 “Keselamatan anak
saya juga di perhatikan sehingga kami tidak merasa takut terhadap

ancaman dari pihak lain Karena kami telah memberikan kesaksian.
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Jaminan kemanan dalam merahasiakan identitas anak juga sangat
diperhatikan oleh penyidik hal ini berdasarkan pengakuan oleh salah satu

orang tua korban tindak pidana pencabulan Anak di bawah umur melalui

022 “Pada saat anak

kep: da para orang
o

nak dari media

g tertutup dan

tannataagy

kemerdekaan anak itu sendiri dikarenakan anak kehilangan privasi
kehidupan pribadinya”.
4. Bukti langsung (tangibles)
Kemampuan petugas eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan
dan kemampuan sarana dan prasarana fisik lembaga yang dapat diandalkan

keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang
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diberikan oleh lembaga. Ketersediaan tempat yang memadai dan transportasi yang

diberikan dalam penyelesaian masalah juga sangat dibutukan.

Kualitas pelayanan akan langsung terasa bagus apabila bukti langsung

sehingga setelah dilakukan wawancara akan dilakukan print langsung hasil
wawancara yang kemudian di baca oleh orang tua pelaku,korban, saksi
untuk di tandatangani/paraf di setiap lembarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di ruangan gelar juga
sudah tersedianya layar proyektor yang berguna untuk melakukan gelar

perkara yang dipaparkan oleh penyidik didepan orang tua pelapor dan
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nery wejsy sej

pelaku sehingga para pihak memahami kasusnya seperti apa dan tindakan

apa yang akan di lakukan oleh penyidik selanjutnya.

Hal ini juga di benarkan oleh orang tua korban yang di wawancarai
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Prasarana

Selain sarana yang tersedia prasarana juga menjadi hal yang sangat
harus di perhatikan sebagai bukti langsung: (tangibles) dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Prasarana yang dimaksud disini prasarana
bersifat menetap tidak bisa dipindah seenaknya berperan sebagai pendukung
kegiatan secara umum dari sebuah kegiatan. Kenyamana tempat pelayanan
sangat di pengaruhi penilaian penggunalayanan terhadap kualitas pelayanan
public. Oleh karena itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau
sebagai penyedia pelayanan public harus memberikan kenyamana tempat
pagi pengguna layanan. Penyedia layanan harus menyediakan ruangan yang
nyaman baik saat membuat laporan, saat menunggu maupun saat dilakukan

wawancara. Selain luas ruang pelayanan, sebaiknya juga tersedia pendingin
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ruangan (AC) guna menambah kenyaman pengguna layanan, pada siang
hari kondisi ruangan akan terasa makin panas.

Selain itu juga harus tersedia ruangan bermain buat anak sehingga

ACATLN

-
o
p
7
4

o

Hal ini dibenarkan oleh orang tua korban yang diwawancarai pada
tanggal 18 Februari 2022 bahwa” iya ruangan saat membuat laporan sudah
sangat bagus dan nyaman , tersedianya ruang tunggu serta pendingin

ruangan yang dingin”

104



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

Menurut orang tua pelaku yang di wawancarai pada tanggal 17

13

Februari 2022 menyatakan “ iya saat dilakukan panggilan, karena kami

datang lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan dalam pemeriksaan, kami

tanggal 23 Feb

i <
tersedia dan juga ada . ‘-&%" polda yang lama belum tersedia”

Dari kesimpulan dimensi Bukti langsung (fangibles) dimana sarana
dan prasarana yang tersedia sudah bagus namun perlu ditambahkan TV dan
Wifi di ruang tunggu sehingga masyarakat yang menunggu layanan dari

petugas merasa betah dan tidak bosan.
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Faktor pendukungnya dimana Polda Riau yang masih sangat baru di

bangun memiliki sarana dan prasarana yang sudah baik serta adanya inovasi

pelayanan dari Dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau yaitu

untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Khususnya pada Kepolisian Daerah D. 1. Yogyakarta dalam
meningkatkan pelayanan publik di Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus
Kepolisian Daerah D. I. Yogyakarta. Peningkatan pelayanan publik mutlak
diperlukan karena Polri sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi

pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang
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terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang

profesional dan handal di bidangnya.

5. Empati (empathy)

Dari keseluruhan wawancara yang dilakukan kepada orang tua/wali
anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan bahwa petugas penyidik
dalam menjalankan tugasnya sudah bertindak disiplin serta bertanggung
jawab dalam menjalankan tugasnya, Keinginan petugas untuk membantu
sudah baik dalam membantu anak dalam proses pengaduan, pada saat

dilaksanakan wawancara kepada anak yang berhadapan dengan hukum
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sikap penyidik sudah baik dengan cara membangun suasana keakraban serta

memberikan nasehat untuk anak dan juga penyidik dalam melayani sudah

berbahasa dengan baik dan dapat dimengerti anak.

5.3 Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan
1. Hambatan Internal
a. Kurangnya jumlah penyidik anak pada Ditreskrimum Polda Riau
dibandingan dengan jumlah laporan yang masuk tidak seimbang sehingga
menghambat penyidik dalam penyelesai perkara anak untuk lebih cepat.

Permasalahan lainnya dimana penyidik anak rata-rata perempuan dimana
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perempuan yang hamil serta cuti melahirkan selama 3 bulan, sehingga
kurang maksimalnya dalam penyelesaian perkara tersebut. Banyaknya

kegiatan kegiatan lain diluar tugas pokok rutin seperti kegiatan vaksinasi

ngin membuat
serta  fotokopi,

hukum. Hal ini

b. Tempat kejadian perkara yang jauh sehingga memerlukan waktu dan biaya
yang sangat besar untuk dapat mencari barang bukti dan para saksi.
Penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan yang ada di

ditreskrimum Polda Riau. Analisis kualitas pelayanan yang ada di Ditreskrimum
Polda Riau kepada para pelapor masih belum berjalan dengan optimal karena

masih ada indikatir yang kurang mampu memberikan pelayanan dengan baik
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seperti masih perlunya perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada

contohnya Service AC secara rutin, Adanya wifi dan hendaknya ada TV diruang

tunggu. Masih banyaknya kelemahan terutama berasal dari dalam organisasi itu

penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat sudah dikategorikan
baik juga. Setiap perkembangan penyelidikan yang dilakukan kepolisisan
maka petugas mengirimkan surat pekerbangan penyelidikan kepada pihak
anak yang berhadapan dengan hukum. Masih adanya kelemahan pelayanan
terutama berasal dari dalam organisasi itu sendiri, ini dapat terlihat dari

kurangnya personil dalam menangani pelayanan untuk mengatasi
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permasalahan dalam penyelesaian kasus. Kurangnya jumlah penyidik anak

pada Ditreskrimum Polda Riau tidak seimbang dibandingan dengan jumlah

laporan yang masuk sehingga menghambat penyidik dalam penyelesaian

penyediaan sarana dan prasarana sudah dikategorikan baik tetapi masih harus
ada penambahan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana seperti
Service AC secara rutin, Adanya wifi dan hendaknya ada TV diruang
tunggu.

Empati (empathy) yaitu memahami keinginan masyarakat dan perhatian

terhadap masyarakat. Sikap petugas dalam memahami keinginan
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masyararakat sudah dikategorikan baik dan perhatian yang diberikan petugas
kepada masyarakat juga sudah baik. Dalam proses penyidikan petugas sudah

menunjukan adanya tindakan petugas yang berusaha untuk membangun

berhadapan dengan

< Vet 'o.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

ditarik kesimpulan

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat, dengan
penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat sudah
diikategorikan baik.namun Masih adanya kelemahan pelayanan terutama
berasal dari dalam organisasi itu sendiri, ini dapat terlihat dari kurangnya

personil dalam menangani pelayanan untuk mengatasi permasalahan
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c) dalam penyelesaian kasus. Kurangnya jumlah penyidik anak pada

Ditreskrimum Polda Riau tidak

d) seimbang dibandingan dengan jumlah laporan yang masuk sehingga

Bukti langsung (tangibles) yaitu tersedianya sarana dan prasarana. Petugas
pemberi pelayanan sudah dikategorikan baik dan sesuai dengan kualitas
yang ditetapkan dan keaman yang diberikan kepada pelapor sudah baik
juga. Selama proses penyidikan identitas anak tetap tidak pernah di
publikasikan kepada pihak lain dan untuk menjamin keamanan anak yang

berhadapan dengan hukum, pemeriksaan dilakukan di tempat tertutup dan
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aman. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan penyidik sudah di
kategorikan baik..

g) Empati (empathy) yaitu memahami keinginan masyarakat dan perhatian

ahami keinginan

idik yang

anak yang

dalam

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka peneliti menyarankan kepada:

a)  Direktur Reskrimum Polda Riau
Mengajukan penambahan penyidik anak kepada kapolda serta menyiapkan
penyidik cadangan apabila penyidik utama mengikuti pendidikan, cuti

melahirkan ataupun mutasi karena mengikuti suami.
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b) Kepala Biro SDM

Menambahkan jumlah kuota penyidik untuk mengikuti pendidikan

pengembangan maupun pendidikan spesialisasi, ataupun pelatihan.

d)

batkan anak-anak

sialisasi agar
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